5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kejahatan hak milik merupakan bentuk kejahatan dengan motif ekonomi.
Kejahatan hak milik terukur secara materiil. Contoh tindakan kejahatan hak milik
adalah pencurian, perusakan barang, pembakaran dengan sengaja, dan penadahan.
Tindakan kejahatan hak milik merupakan bagian ekonomi karena termasuk perilaku
individu yang membuat pilihan untuk mendapatkan pendapatan. Penelitian mengenai
kejahatan dari perspektif ekonomi diperlukan di Indonesia karena masih terbatasnya
studi mengenai perilaku kejahatan dikaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi,
padahal jumlah tindakan kejahatan hak milik di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh
faktor sosial-ekonomi dan spasial. Kejahatan hak milik dianalisis dengan aspek spasial
karena kejadian kejahatan hak milik di suatu wilayah akan terkait dengan kejadian
kejahatan di wilayah lainnya yang berdekatan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui variabel sosial-ekonomi yang signifikan memengaruhi tindakan kejahatan
hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat
ketergantungan spasial dalam kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat.
Polda Jawa Barat merupakan pelaksana tugas kepolisian di wilayah Provinsi Jawa
Barat. Wilayah hukum Polda Jawa Barat hampir sama dengan wilayah administrasi
Provinsi Jawa Barat, hanya Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok yang
tidak masuk pada wilayah hukum Polda Jawa Barat. Pada penelitian ini, penulis juga
tidak memasukkan Polres Cimahi dan Ciamis karena perbedaan wilayah hukum
dengan wilayah administrasinya. Polda Jawa Barat termasuk pada tiga kepolisian

daerah dengan kejahatan hak milik tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan hasil uji goodness of fit, model OLS menjadi model paling tepat untuk
menjelaskan kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat tahun 2012, 2013
dan 2014. Hasil estimasi model OLS setiap tahunnya menunjukkan signifikansi
variabel yang berbeda-beda. Signifikansi variabel yang berbeda setiap tahunnya
diduga karena variabel independen yang menonjol setiap tahunnya berbeda dalam
memengaruhi jumlah kejahatan hak milik. Namun, dibalik perbedaan tersebut terdapat
persamaan yaitu variabel jumlah pengangguran terbuka dan jumlah personil polisi
secara positif dan signifikan memengaruhi jumlah kejahatan hak milik di wilayah Polda
Jawa Barat dari tahun 2012-2014.

Pada tahun 2015, model SAR menjadi model paling tepat berdasarkan uji
goodness of fit. Selain hasil dari uji goodness of fit, model SAR dianggap relevan untuk
menjelaskan kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat tahun 2015

karena signifikannya variabel W_Crime.. Apabila rata-rata kejahatan hak milik di
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kabupaten/kota sekeliling daerah pengamatan tinggi, maka kejadian kejahatan hak
milik di daerah pengamatan menjadi turun. Model SAR di tahun 2015 menunjukkan
hampir semua variabel independen memengaruhi jumlah kejahatan hak milik di
wilayah Polda Jawa Barat, kecuali variabel persentase penyelesaian kasus kejahatan
oleh polisi.

Jumlah pengangguran, rasio gini dan persentase penyelesaian kasus memiliki
pengaruh signifikan secara statistik terhadap kejahatan hak milik di wilayah Polda
Jawa Barat dan sesuai dengan hipotesis awal. Jumlah pengangguran setiap tahunnya
secara positif dan signifikan memengaruhi jumlah kejahatan hak milik di wilayah Polda
Jawa Barat. Faktor jumlah pengangguran terbuka sesuai dengan hipotesis karena
peningkatan pengangguran ternyata meningkatkan jumlah kejahatan hak milik sebagai
pekerjaan ilegal. Rasio gini sebagai proksi ketimpangan pendapatan menunjukkan
hasil positif dan signifikan memengaruhi jumlah kejahatan hak milik di wilayah Polda
Jawa Barat pada tahun 2015. Faktor rasio gini sesuai dengan hipotesis karena
peningkatan rasio gini ternyata meningkatkan jumlah kejahatan hak milik. Upaya
pencegahan dengan proksi persentase penyelesaian kasus kejahatan pada tahun
2014 secara negatif dan signifikan memengaruhi jumlah kejahatan hak milik di wilayah
Polda Jawa Barat. Peningkatan persentase penyelesaian kasus kejahatan akan
menurunkan kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Semakin besar
persentase pada clearance rate tersebut mencerminkan semakin besar tindakan
pencegahan pada kejahatan. Hal ini diduga karena ketika kinerja polisi cepat dalam
menindak kejahatan yang dilaporkan, maka akan memperbesar risiko tertangkapnya

pelaku kriminal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah polisi, PDRB per kapita dan persentase
penduduk miskin memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap kejahatan hak
milik di wilayah Polda Jawa Barat, namun tidak sesuai dengan hipotesis awal. Jumlah
personil polisi sebagai proksi upaya pencegahan kejahatan, di setiap tahunnya secara
positif dan signifikan memengaruhi jumlah kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa
Barat. Peningkatan jumlah personil polisi justru akan meningkatkan kasus kejahatan
hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Hal ini diduga karena bertambahnya jumlah
polisi tidak menunjukkan kualitas pencegahan tindakan kejahatan. Bertambahnya
jumlah polisi belum tentu meningkatkan aktivitas pencegahan tindakan kejahatan
secara langsung. Faktor pendapatan dengan proksi PDRB per kapita pada tahun 2014
dan 2015 secara positif dan signifikan memengaruhi jumlah kejahatan hak milik di
wilayah Polda Jawa Barat. Peningkatan PDRB per kapita justru akan meningkatkan
kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Hal ini diduga karena adanya

keterkaitan spasial antar-kabupaten/kota di wilayah Polda Jawa Barat. Peningkatan
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PDRB per kapita akan meningkatkan ketertarikan para pelaku kejahatan hak milik
untuk melakukan tindakan kejahatan. Peningkatan PDRB per kapita membuat peluang
pada kejahatan lebih menguntungkan (O’Sullivan, 2007). Faktor kemiskinan dengan
proksi persentase penduduk miskin pada tahun 2012 dan 2015 secara negatif dan
signifikan memengaruhi jumlah kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat.
Peningkatan persentase penduduk miskin justru akan menurunkan kasus kejahatan
hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Hal ini diduga karena wilayah dengan tingkat
kemiskinan yang tinggi tidak mendorong perilaku kejahatan. Tingginya tingkat
kemiskinan mengindikasikan suatu wilayah tersebut diisi oleh penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran yang rendah. Kemungkinan pelaku kejahatan akan mendapat
return yang rendah apabila melakukan tindakan kejahatan di wilayah dengan tingkat

kemiskinan yang tinggi, sehingga kasus kejahatan di wilayah tersebut rendah.

Berdasarkan analisis spasial menggunakan indeks Moran global, nilai autokorelasi
spasial dari tahun 2012 sampai 2015 selalu bernilai positif, namun melalui uji t, didapat
hasil bahwa nilai indeks Moran global tidak signifikan secara statistik. Hal ini
mengindikasikan bahwa jumlah kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat
tidak memiliki autokorelasi spasial. Hasil LISA yaitu analisis autokorelasi spasial secara
lokal, menunjukkan bertambahnya wilayah kabupaten yang berkorelasi spasial
signifikan dengan tetangganya pada setiap tahunnya. Kabupaten Majalengka dan
Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah yang selalu signifikan setiap tahunnya.
Secara geografis, wilayah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya
bertetangga. Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya termasuk pada tipe
hubungan low-low. Pada tahun 2012 dan tahun 2013, hanya Kabupaten Majalengka
dan Kabupaten Tasikmalaya yang korelasi spasialnya signifikan. Pada tahun 2014,
bukan hanya Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya yang korelasi
spasialnya signifikan, tetapi ditambah Kabupaten Kuningan yang memiliki tipe
hubungan low-low. Pada tahun 2015, terdapat lima wilayah yang korelasi spasialnya
signifikan. Tiga wilayah dengan tipe hubuingan low-low yaitu Kabupaten Kuningan,
Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya. Dua wilayah dengan hubungan
lokasi low-high yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Purwakarta. Lokasi dengan
hubungan low-low menunjukkan kabupaten/kota yang satu dan kabupaten/kota
tetangganya aman dari tindakan kejahatan, sehingga kabupaten/kota tersebut memiliki
jumlah kejahatan yang rendah. Tipe hubungan low-high adalah kabupaten/kota dengan
tindakan kejahatan rendah, namun dikelilingi oleh kabupaten/kota dengan tindakan
kejahatan tinggi. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan pelaku kejahatan ke
kabupaten/kota tetangganya, sehingga tindakan kejahatan kabupaten/kota
tetangganya memiliki jumlah kejahatan yang tinggi. Adanya keterkaitan kejahatan

antar-daerah yang berdekatan diduga karena adanya penyebaran kejahatan akibat
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kondisi sosial-ekonomi yang berbeda antar-daerah. Kejahatan menjadi bagian dari
spillover negatif dari tingkat pembangunan atau kondisi ekonomi yang berbeda antar-

daerah.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan, penelitian ini mempunyai
kesimpulan bahwa pada tahun 2012-2015, kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa
Barat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi. Faktor sosial-ekonomi yang
memengaruhi kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat berbeda-beda setiap
tahunnya. Selain itu, terdapat ketergantungan spasial pada jumlah kejahatan hak milik
di wilayah Polda Jawa Barat karena jumlah kasus kejahatan hak milik di beberapa
wilayah Polres kota/kabupaten di Polda Jawa Barat memiliki korelasi dengan wilayah
Polres kota/kabupaten tetangganya.

5.2 Saran

Topik penelitian mengenai mengenai kejahatan dari perspektif ekonomi di
Indonesia masih jarang dilakukan dan menarik untuk dikembangkan. Penelitian
mengenai pendekatan ekonomi spasial kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa
Barat masih belum sempurna karena adanya beberapa keterbatasan. Pertama,
keterbatasan data menyebabkan data yang digunakan penulis kurang spesifik
menjelaskan variabel. Contohnya adalah variabel jumlah kejahatan hak milik yang
diwakili oleh jumlah tindak pidana umum dan variabel jumlah personil polisi yang
digunakan adalah total polisi dari berbagai satuan dengan berbagai tugas yang
berbeda. Seharusnya, penulis menggunakan data kejahatan hak milik atau properti
dan jumlah personil polisi yang digunakan adalah jumlah personil polisi yang
melakukan pencegahan atau penindakan langsung terhadap kejahatan hak milik.
Kedua, untuk melakukan teknik estimasi yang lebih baik, penulis perlu menambah data
cross-section atau melakukan teknik estimasi dengan menggunakan data panel.
Ketiga, penulis perlu mempertimbangkan kedekatan objek penelitian dengan wilayah
DKI Jakarta. Tindakan kejahatan di wilayah Polda Jawa Barat diduga akan lebih kuat
dipengaruhi oleh DKI Jakarta karena wilayah Polda Metro Jaya sebagai pelaksana
tugas kepolisian di wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah dengan tindakan
kejahatan tertinggi se-Indonesia. Keempat, untuk penelitian di masa yang akan datang,
lebih baik menggunakan objek penelitian dengan ukuran wilayah yang lebih kecil,
seperti penelitian di tingkat Polsek (Kepolisian Sektor) atau kecamatan. Karena
dinamika spasial akan lebih kuat terekam pada wilayah yang lebih kecil sehingga

memungkinkan analisis korelasi antar-wilayah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi

tindakan kejahatan adalah sebagai berikut:
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1. Pengurangan jumlah pengangguran lebih diprioritaskan.

2. Pemerintah meningkatkan pengeluaran anggaran untuk kegiatan pencegahan
yang dilakukan polisi (dalam upaya meningkatkan kualitas) dan menambah
jumlah personil polisi (dalam upaya meningkatkan kuantitas) di satuan yang
melakukan pencegahan atau penindakan langsung terhadap kejahatan hak

milik.
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